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Jurnal Hulum Internasional

Dumping dalam Perdagangan Internasional
dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Dumping Melalui World Trade Organization

Christhophorus Baratu, S.H., M.H.'

Dumping practices have been known as unfair trade practices
that results serious injury in international trade. It could
cause injury or threaten injury for industry ard in the long
term can form barrier to domestic industry growth. Each
country endeavors to protect its domestic industry From the
dumping effects. Accordingly, the protection often causes
dispute between government of one country and the business
players of other country, and vice versa. World Trade
Organization as a world trade body tries to accommodate
those disputes by creating Dispute Settlement Body (DSB).
This dispute setilement system is expected to be the best
solution on handling and settling disputes concerning
dumping and to serve a good justice in international trade
affairs.

i. Pendahuluan

Konsep perdagangan internasional yang ideal tidak terlepas
dari prinsip keterbukaan pasar dan menghilangkan tindaken-
tindakan yang dapat merusak norma-nomna perdagangan global.
Keterbukaan pasar perdagangan dalam sctiap negara mewajibkan

! Penulis menamatkan Studi Sl dari Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara (USU), Medan dengan program kekhususan Hukum Dagang dan
menamatkan Studi S2 dari Program Pascasatjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (UT), Jakarta dengan spesialisasi Hukum Ekonomi. Penulis pernah
bekerja di DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di bagian Advokasi dan
Kebijakan Publik. Saat ini penulis beketja di Departemen Perdagangan RI,
Jakarta pada unit Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
di bagjan Biro Hukum. Penulis sangat akeif menulis dan melakukan penelitian
hukum mengenai WTO dan Perdagangan Internasional (fnternational Trade Law)
dan masalah Perdagangan Berjangka Komeditt (Futures Trading).
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Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping

negara yang bersangkutan menghilangkan hambatan-hambatan
- dalam aktivitas perdagangan yang dapat mengganggu hubungan
perdagangan.

Sejalan dengan kesadaran akan terciptanya iklim perdagangan
internasional dan melihat kenyataan bahwa terdapat banyak
perbedaan struktur dan kondisi perekonemian setiap negara di dunia
yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan bhubungan
perdagangan antar negara yang fair mendorong terbentuknya suatu
badan yang berfungsi untuk mengatur perdagangan iniernasional
yang disebut World Trade Organization (WTO).

Indonesia sebagai negara yang ikui meratifikasi persetujuan-
persetujuan di WTO dituntui untvk melaksanakan ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam persetujuan WTO tanpa melakukan
diskiiminasi terhadap suatu aktivitas perdagangan negara lain,
dimana prinsip Most Favoured Nations Treatment (MFN) menjadi
hal pokok yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-
sungguh oleh Indonesia.

Prinsip-prinsip fairness mendorong iklim perdagangan vang
jujur dan kondusif. Pelanggeran prinsip-prinsip perdagangan,
misalnya perbuatan dumping yang dilakukan oleh suatm negara
tethadap negara lain. Ada bamyak fakior yang melatarbelakangi
labirnya dumping sebagai proses aktivitas bisnis dalam
perdagangan global. Sudah menjadi kewajaran dalam akiivitas
bisnis dimanapun bahwa meraih keuntvingan yang sebesar-besarnya
sebagai tujuan uiama, namun disisi lain para pelaku bisnis
seringkali tidak memahami prinsip-prinsip etika (good faith) dalam
menjalankan aktivitas bisnis.

Dumping sebagaimana tindakan monopoli dikategorikan
sebagai bentuk perdagangan curang atan prakiek dagang yang tidak
schat (unfzir trade practicesy dimana kedva-duanya memikiki
perbedaan prinsipil. Ciri khas dari monopoli adalah adanya
pemusatan kekuatan ekonomi di satu pihak untuk mengontrol harga
pasar. Dumping membawa akses negaiif terhadap kesiabilan
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aktivitas bisnis dalam era perdagangan yang serba kompetiiif.
Dumping dapat bersifat predatory yaitu tindakan untuk menjual
hatga barang ekspor dengan murah demi menghilangkan saingan.
Setclah maksud itu tercapai dengan tersingkirnya saingan-saingan
pada produk serupa di negara importir maka harga dinaikkan
kembali.

Mengingat bahwa dumping dapat menimbulkan implikasi
negaiif yang luas terhadap persaingan perdagangan global ideal
maka isu dumping mendapat tempat yang khusus seperti yang
ditunjukkan dalam Pasal VI ayat 1 Gereral Agreement or Tariffs
and Trade (GATT) 1947. Pada dasarnya dumping dilarang karena
dianggap dapat merugikan perekonomian negara lain. Dumping bisa
saja dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang ataupun
negara maju sekalipun. Efek dumping yang begitu luas dapat
mengakibatkan pukulan terhadap akiivitas perdagangan dan
merusak sendi-sendi perekonomian suaiu negara walaupun prakiek
dumping tersebut dilakukan oleh negara/pelaku-pelaku usaha dari
negara lainnya.

Tidak semuva dumping merugikan negara importir dan
menguntungkan negaranya, bahkan sebaliknya ada dumping vang
dapat merugikan produsen sendiri seria menguntungkan konsumen
sebab dengan begitu konsumen dapat membeli barang yang murah
harganya. Jadi, menurut pasal VI GATT, hanya dumping yang
dapat merugikan negara lain yang dilarang dan kerugian itu harus
dibukiikan secara obyekitif.

Isu dumping seringkali menimbulkan akibat yang dapat
mengkrisial menjadi sengketa dumping aniar negara sebagai akibat
ketidaksepahaman dalam aktivitas perdagangan global WTO
sebagai organisasi perdagangan dumia memberikan sarana dalam
upaya menyelesaikan sengketa dumping antar negara melalui Badan
Penyelesaian Sengketa (Dispute Settiement Body/DSB). Melatui
mekanisme penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat memberikan
solusi terbaik bagi negara-negara yang terlibat sengketa dumping.
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II. Tinjanan Umum Tentang Dnmping
A. Pengertian Dumping

Dumping adalab situasi perdagangan dimana harga ekspor
dari produk yang diimpor ke Indonesia (the export price of goods)
secara faktval lebih rendah dan dibandingkan dari mla1 normalnya
di Negara perigekspor (the normaf value of the goods).”> Pengertian
lain dari dumping adalab kebijakan atan sirdiegi pemasaran yang
dilakukan dengan cara menjual produk homogen suatu perusahaan
pada tingkat harga kurang dari harga yang wajar aiau dengan harga
yang lebih rendab dibandingkan harga umum di dalam negeri aton
di negara ketiga lainnya. Pada umumnya, hal ini dilakukan oleh
perusahaan yang monopolis walanpun tidak teriutup kemungkinan
bagi perusahaan yang berada dalam persaingan sempurna untuk
melakukan dumping. Tujuan dilakvkan dumping antara lain uniuk
meningkatkan jumlah penjualan dan  jumlah keuntungan,
menghambat perusabasn bam untuk masuk dalam pasar itu ataupun
ke dalam rangka unik mematikan perusahaan sejepis di luar
negeri.’

Suatu produk dianggap secbagai dumping, misalnya
diperkenalkan dalam perdagangan di negara lain dengan kurang dari
nilai normalnya, apabila haiga ekspor produk yang diekspor dari
satu negara ke negara lain kwrang dari harga pembanding
(comparable price), dalam perdagangan yang biasa, bagi produk
sejenis (like fraduct) it ketika diperuntukkan konsumsi di negara
pengekspor.

Pada wakiu tidak ada penjualan produk sejenis di pasar dalam
negeri negara pengekspor atan pada wakiu, karena keadaan pasar

? Romite Anti Dumping Indenesia, Kamus Singkat, http:/lorrw.kadi.or.id/2003

*Kementerian Koperasi & Usaba Kecil & Menengah, hipfiwww.
depkop.ge.idfindex.php?/23 Agril 2006.

* Pasat 2 Persetujuan Tentang Pelaksanacn Pasal VI dari Persetujuan Umim

Temtang Tarip don Perdagongan 1994, hitp/fwww.ditienkpige.idf website
kpiffiles/content/4/ADP_IND ENG2005082510523420060207152337.doc, hal 1.
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pegeri negara pengekspor atau pada wakiu, karena keadaan pasar
tertentu, atan karena rendahnya penjualan di pasar dalam negeri
negara pengekspor, penjualan demikian tidak boleh dipakai sebagai
pembanding yang tepat. Selisih dumping akan ditentukan oleh
perbandingan dengan harga pembanding produk sejenis ketika
diekspor ke negara ketiga, asalkan harga ini mewakili, atau dengan
biaya produksi di negara asal ditambah jumlah yang sepantasnya
untuk adminisirasi, penjualan dan biaya-biaya wmum dan uniuk
kewniungan.’

Pasal VI Ayat 1 GATT memberikan kriteria umum bahwa
dumping yang dilarang adalah dumping yang dapat menimbulkan
kerugian materil baik ierhadap industri yang sudah berdiri (fo an
established industry) maupun telah menimbulkan hambatan pada
pendirian industti domestik (the establishment of a domestic
industry). Petbedaan harga yang dimaksud oleh Pasal V1 adalah:®
1. Harga jual di pasar internasional (in the ordinary course of
trade) lebih rendah daripada harga jual di pasar domestik
sendiri;

2. Harpa jual di pasar internasional iebih rendah dari perbandingan
harga tertinggi dengan ekspor dari Negara ketiga;

3. Harga jual di pasar internasional lebih rendah dibandingkan
daripada jumiah hal sebagai berikut: biaya produksi, biaya
penjualan, dan keuntungan.

Apabila ditarik unsur-unsur Pasal V1 Ayat 1, dapat disebutkan
sebagai berikut:

1. Produk dari suatu negara vang diperdagangan di negara lain
dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal (“less
than value”LTFV);dan

2. Akibat diskriminasi barga tersebut terjadi kerugian materil
terhadap industri yang telab berdiri atan menjadi balangan

S Wid.
S H.A.S Natabaya S.H., LL.M & & al, Penelitian Hukum Tentang Aspek-Aspek

Hukum Anti Dumping dan Implikasirya Bagi Indonesia, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Depkeh RE, 1995/1996, hal. 9.
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Sebelumn menerapkan “anfi-dumping  duties”, negara
pengimpor harus menunjukkan bukti bahwa barang impor yang
dijual dengan harga dumping tclah menycbabkan atau blsa
menimbulkan ancaman “injury” terhadap indusiri dalam negeri.’
Injury adalah kerugian yang diderita oleh selurvh industri Indonesia
yang memproduk31 barang sejenis (the like product) akibat barang
dumping.® Ada dua pertimbangan untuk menyatakan terjadinya
injury, yaitu:

a. Telah terjadi peningkatan yang nyata (sigrificant) atas impor
barang dumping, baik secara absolut maupun relatif.

b. Harga dumping dari barang impor iclah menyebabkan
terjadinya penurunan harga (price under cutting) dan produk
dalam negeri di pasar dalam negeri.

Injury (kerugian) dapat diidentifikasi langsung ierbadap
aktivitas perekonomian dan perdagangan dalam suatu kondisi
terteniu yang menimbulkan insiabilitas produksi. Golongan infury
antara lain adanya indikasi penurunan produksi, penjualan, utilisasi,
pangsa pasar, keuntungan, produkiivitas, cask flow dan reqwrn on
investment.'” Sedangkan menurut Komite Anti Dumping Indonesia
(KAD‘) indikator-indikator injury (In}wy Indicators) adalah:"!
Penuiunan penjualan dalam negeri;

Pepurunan keuntungan;

Penurunan output (produksi);
Penurunan market share;

Penuvrunan produkiivitas;

Penurunan utilisasi kapasitas produksi;

T

" H. Taufiek Abbas, Masalah Anti Dumping, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
No.2 Tahun 1997, hal. 59.

& Komite Anti Dumping Indonesia, Op.Cit.
? H. Taufiek Abbas, Op.Cit.

Kadi Desak Menkeu Keluarkan SK BMAD Empat Produk, htip:/fkapanlagi.
com/M/00001 111491 printhiml, 26 April 2006.

""Komite  Anti  Dvmping Indomesia, Materi  Sosialisas:  Injury,
hitp/fwww . kadi.or.idfmateri%20injuri btm
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7. Gangguan terhadap Returr on Investment;
8. Gangguan terhadap harga dalam negeri;
9. The magnitute of dumping margin;
10. Perkembangan cash flow yang negatif;,
11. Inventory meningkat;
12. Pengurangan tenaga kerja/penurunan gaji, PHK;
13. Gangguan terhadap pertumbuhan perasahaan;
14. Gangguan terhadap investasi;
15. Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan niodal.

Tindakan dumping tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian
langsung ictapi juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak
langsung. Misalnya, Indonesia telah mengimpor komoditi sepatu
dari Jepang yang harganya sangat murah karena telah dikenakan
dumping. Akibatnya indusiri Indonesia banyak yang gulung tikar
karena produknya kalah dalam persaingan, sehingga barangnya
tidak laku. Konsekuensi lebih lanjui adalah timbulnya
pengangguran karena para karyawan pabrik Indonesia banyak yang
dikenakan Pemuiusan Hubungan Kerja (PHK) umtuk
menyelamatkan kelanjutan perusahaan sepatu. Kerugian demikian
merupakan kerugian langsung.

Tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian yang tidak
tangsung sebagai berikut: '

1. Jepang telah mengekspor sepeda motor dengan volume 15 %
dari selurub total impor sepeda motor Indonesia. Kemudian
Jepang mengenakan harga dumping yang LTFV, maka
sekalipun volume ekspor sepeda motor Jepang ke Indonesia
tetap 15 % karena daya saingnya lebih kuat berdasarkan LTFV,
secara diam-diam telah merugikan produsen importir;

2. Jika Cina telah melakukan dumping produk TV dengan harga
LTFV yang dickspor ke Indonesia, kemungkinan dapat
menimbulkan dampak negatif bagi para produsen radio, karena
harga barang TV buatan Jepang yang murah telah mengubah
selera masyarakat Indonesia unituk membeli TV. Akibainya

"2 H.AS Natabaya S.H., LL.M & et al, Op.Ci, hal. 10.
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indusiri radio Indonesia terpaksa harus ditutup karena tidak laku
di pasaran.

Dumping juga dapat terjadi melalui diskriminasi harga jangka
panjang (fong term price discrimination) dalam rangka mengambil
keuntungan untuk mencapai skala ekonomi (economic scale). Hal
ini sering terjadi pada ekspor dimana permintaan sangat elastis,
melalui penjualan di bawah average cost teiapi masih di atas
marginal cost.”

Dumping juga dapat terjadi melalui predatory pricing, yaitu
dengan menghilangkan kompetisi di pasaran dan mencegah
perusahaan baru memasuki pasar. Suategi iersebut demgan
menerapkan diskriminasi harga jangka pendek (short term price
discrimination) menjual di bawah harga jual agar bisa diciptakan
suatn monopoli dan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi
dikemudian hari.**

B. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)

Anti-dumping adalah pengenaan bea masuk terhadap suatu
jenis produk impor yang produsennya dituduh melakukan prakiek
dumping, hal ini berlaku setelah adanya klaim dari produsen produk
sejenis di negara pengimpor yang merasa keberatan.”” Bea Masuk
Anti-Dumping (BMAD) dikenakan tethadap barang dumping yang
menyebabkan kerugian bagi indusiri dalam negeri. Besamya
BMAD adalah setinggi-tingginya sama dengan margin dumping,
yaitu selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang
dumping. Nilai normal adalah harga yang scbenainya dibayar atau
akan dibayar uniuk barang sejenis di pasar domestik negara
pengekspor untuk twjuan konsumsi.'® Ekspor barang perusahaan

13 . Tanfick Abbas, Op.Cit. bal. 64.

“ Ibid,

1% hitp-#iwww.beacukai.go.id/library/date/dumping. pdf
S fhid,
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yang bersangkutan dapat dikenakan BMAD oleh negara pengimpor
maksimum sebesar maijin dumping, yaitu selisih antara harga
normal di pasar dalam negeri dengan harga ekspor selama 5 (hma;
tahva dan dapai diperpanjang selama 5 (lima) tabun lagi.!
Sedangkan BMAD sementara (provisional duties), dapat diterapkan
untuk jangka waktu 4 — 9 bulan, tergantung pada keadaannya,
dengan persyaratan sebelumnya telah ditemukan adanya dumping
dan injury.'

Secara sederhana, dapat dikemukakan conioh, misalnya satu
unit produk elektronik dari Cina dikenakan harga 100 dolar, padahal
jika dihitung harga wajar dari produk tersebut yang didasarkan pada
ongkos produksi, mulai dari komponen, biaya pembuatan, dan biaya
pengiriman, ditambah keuntungan, diperkirakan seharga 150 dolar.
Berarti dumping marginnya sebesar 50 dolar. Negara yang
dirugikan dapat mengenakan BMAD maksimum sebesar 50 dolar.
Pungutan vang dilakukan oleh negara yang dirugikan sebesar
dumping margin tersebut merupakan BMAD-nya. Bea ini
dikenakan atas dasar prinsip non-diskriminasi terhadap produk
impor dari semua sumber yang terbukii di-dumping dan
menimbulkan kerugian, kecuali terhadap produk impor yang price
undertaking-nya telah diterima. Pungutan hanya dapat dilakukan
sepanjang keperluan untuk mengatasi dumping yang menyebabkan
kerugian. Jumlah pungutan tidak boleh melebihi margin dunping
dan apabila melebihinya, hatus segera dikembalikan. Pemunguian
bea anti-dumping juga dapat diminta oleh negara ketiga atas dasar
permintaan dari pihak yang berwenang di negara ketiga tersebut.'®

Pasal 9 Worid Trade Organization Anti-Dumping Agreement
(WTO AD Agreement) mengatur mengenai pengenaan BMAD.
Dalam pasal ini dijelaskan teniang iata cara penentuan besaran
BMAD diantaranya badan yang berwenang menentukan besaran

¥ i .ebih Mengenal Prakick Dumping, Media Informasi Perdagangan, Departcmen
Perdagangan R, Tanpa tanggal, bal. 35.

15 Taufiek Abbas, Op.Cit., hal. 62.
1 A.S Natebaya S.H., LLM & ct al, Op.Cit., hal 17.
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BMAD?® dan ketentuan bahwa BMAD tidak boleh melebihi margin
dumping. Kasus yang terkait dengan penerapan Pasal 9 WTO AD
Agreement adalah US-Drams, case number WT/DS 99. Panel kasus
ini mendiskusikan hubungan aniara Pasal 5.8 (mengenai
penghentian kasus apabila diketahui bahwa margin dumping atas
suatu produk adalah deminimis) dengan Pasal 9.3 (batasan
mengenai BMAD yang tidek boleh melebibi margin dumping,
sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 2 WTO AD Agreement). Panel
beriugas memutuskan apakah lingkup Pasat 5.8, mencakup proses
investigasi anti-dumping dan prosedur pengenaan BMAD dalam
Pasal 9.3.%

Contoh Kasus-Kasus Pengenaan BMAD terhadap Produk
yang dianggap melakukan dumping, adalah sebagai berikut:

a. Kasus Sepatu Indonesia di Pasar Eropa
Produsen sepatu Indonesia boleh kembali bergiat
mengekspor ke Eropa. Pasalnya, BMAD yang dikenakan
Komisi Eropa sudah dinyaiakan tidak berlaku lagi sejak 1
Maret 2003. Poiensi pasar Eropa sebesar US$ 615,670 ribu
per tahunnya bisa dinaikan kembali.?

Produsen sepatu Indonesia terkena tuduhan dumping dan
terkena sanksi sejak 23 Februari 1998. Sanksi komisi Eropa
sendiri berupa pengenaan BMAD terbadap produk ekspor
sepatu kulit dan plastik buatan Indonesia sebesar 2% hingga
20,3%. Jumiah perusahaan yang terkena sanksi itu adalah 12
produsen dengan kisaran bea berbeda-beda. Sanksi dijatuhkan
karena produk ekspor ke Eropa harganya lebih murah dari

2 pasal 9.1 WTO AD Agreement dikutip dari Marisha Maya Miranty, Finjauan
Hulkum Atas Pengaturar Anti-Dumping dalam WTO: Implementasi dan Perkembangarmya
di Indonesia, Skripsi Fekuitas Hukum Universitas indenesia, Jakaxta, 2605, hal. 97.

2 thid
Z Dede Asiwibowe, Sanksi Anti Dumping Sepatu ke FEropa Berakhir,

hitp/fyrww tempointerakiif. Com/hg/ekbis/2003/03/18/brk, 200303 18-40,id him, 23 Maret
2003.
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harga domestik. Sudah aturan WTO bahwa prinsipnya, tidak
lebih rendah dari 2% dari pasar domestik. Jika dijual 100
untuk ekspor berarti harga dalam megeri tidak boleh lebih
rendah dari 98 sebagai dasar mduhan dumping.”

Pemberian sanksi selama S (lima) tabun itu tanpa adanya
peninjauan kembali, baik dari Komisi Eropa, asosiasi atau
industri setempai, hingga dinyaiakan tidak berlaku sebab
aturannya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa, akan diadakan
peninjanan kembali. Namun karena tidak ada, salah sam
produsen Indonesia menyampaikan submisi yang ditanggapi
dengan keterangan pemberian sanksi sudah lewat (expiry anti-
dumping) aias produk sepatu Indonesia itu. Ekspor sepain
Indonesia ke pasar Eropa pada kurun akhir 2002 sekitar US$
670 juta dari total keseluruban sekitar US$ 1,095 juta. Kendati
terkena sanksi, ekspor sepatu Eropa masih relatif stabil dengan
sedikit peningkatan walaupun belum menembus angka
tertinggi pada 1996. Negara Eropa tujuan ckspor sepatu
Indonesia adalah Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda,
Spanyol dan Inggris.”*

b. Kasus Ekspor Beras Amerika Serikat ke Meksiko

Amerika Serikat telah memenangkan sengketa kasus
anti-dumping beras melawan Meksiko setelah Badan Banding
(dppellate Body) DSB, yaitu lembaga WTO yang menangani
sengketa antar anggota pada tingkat banding, akhir November
2005, memutuskan bahwa tindakan pengenasn BMAD oleh
Meksiko tethadap produk beras asal Amerika Serikat
berlawanan dengan keteniuan wWT0.»

Sengketa kasus anti-dumping beras antara Amerika
Serikat dan Meksiko benmula saat Meksiko mengenakan

B Ibid,
2 Bid.
25 Komite Antidumping indonesia-Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, AS

Menangkan Kasus Aati Dumping Beras Lawan Meksiko, Fair Trade, No.t Tahun 1i,
Januari 2006, bal. 3.
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tindakan anti durnping terhadap produk beras Amerika Serikat
pada Juni 2002 dengan pengenaan BMAD sebesar 3,9 —
10,18%. Pengenaan BMAD dilakukan seielah otoritas anti
dumping Meksiko menerima petisi dari industri pengolahan
beras Meksiko pada Juni 2000. Penyclidikan otoritas anii-
dumping Meksiko sendiri dimulai pada Desember 2000.%

Pengenaan BMAD oleh Meksiko sangat memukul
industri beras Amerika Serikai. Ekspor beras Amerika Serikat
ke Meksiko mengalami penurunan sebesar 34% pada 2003
dibanding 2002. Tidak terima dengan tindakan anti dumping
yang dirasa tidak fair, pada September 2003 Amerika Serikat
mengajukan kasus tersebut ke DSB WTO. November 2003,
DSB membentuk panel untuk menangani kasus tersebut.
Setelah melakukan penyelidikan kasus termasuk meneliti data,
mengajukan kuisioner dan melakukan hearing dengan pihak-
pihak yamg terlibat, pada 6 Jumi 2005, panel memutuskan
bahwa tindakan pengenaan BMAD oleh Meksiko
bertentangan dengan ketentnan wT0”

Selanjutnya, panel meminta Meksiko merevisi kebijakan
tersebut. Kendati keputusan panel iersebut ditentang oleh
Meksiko yang kemudian melakukan banding ke Badan
Banding pada Juli 2005. Namun sayang, Meksiko kembali
kalah di tingkat banding.”® g

Pengelakan Bea Masuk Anti-Dumping (Circumvention)

Apabila BMAD dikenakan atas suatu impor, biasanya

eksportir akan berusaba untuk mengelak pengenaan BMAD dengan

» Ibid.
7 Ibid.

2 id.
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berbagai cara. Pengelakan atas pengenaan BMAD ini dikenal
dengan istilah circumvention.”

Pada prinsipnya, ada dua macam circumvention. Pertama,
pengelakan dilakukan dengan cara mengubah bentuk barang yang
terkena BMAD sehingga bentuk atau kondisinya tidak sesuai lagi
dengan deskripsi barang yang dikenakan BMAD. Cara lain ialah
dengan mengalihkan ekspor lewat negara lain yang tidak dikenakan .
BMAD. Misalnya, Indonesia mengenakan BMAD atas produk wire
rod yang diproduksi dan dickspor oleh perusahaan X (Rusia).
Dalam hal demikian, maka untuk setiap impor dari perusabaan X
(Rusia) akan dikenakan BMAD. Namun apabila perusahaan X
mengalibkan ekspornya ke Indonesia lewat perusahaan Y (Jepang),
maka demikian Indonesia tidak akan mengenakan BMAD dari
Perusahaan Y (Jepang) tersebut karena memang dalam penyelidikan
awal tidak dilakukan penyelidikan anti-dumping atas wire rod dari
perusahaan Y (Jepang).>®

Dari hal di atas, kita dapat melihat bahwa circumvention akan
menycbabkan pengenaan BMAD menjadi sia-sia, dan akibatmya
tujuan pengenaan bea tersebut tidak tercapai. Oleh karena im
banyak negara yang telah secara kbusus mengatur mengenai
circumvention ini. Sayangnya peratwan anti-dumping Indonesia
tidak mengatur secara spesifik mengenai masalah circumvention.
Hal ini patut disayangkan karepa penyelidikan anti-dumping yang
- dilakukan berbulan-bulan dalam sekejap akan menjadi sia-sia jika
circumvention tidak dicegah.?!

2 A.Setiadi, Antidumping: Dalam Perspelkiif Hukum Indonesia, S & R Legal co, hal.
51

* foid,
* mid
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I1i. Penyelesaian Sengketa Dumping dalam Konieks
Perdagangan Internasional Menurut Format World Trade
Organizaton (WTO)

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Sengkeia

Perdagangan Umum) di WTO

Suatu sistem yang berdasarkan pada peraturan tidak akam
banyak membawa arti jika tidak mempunyai mekanisme
penyelesaian sengketa. Prosedur WTO menekankan pentingnya
kepatuban hukum WTO, dan membuat sistemn perdagangan jadi
lebih aman den dapat diramalkan. Sisten WTO didasarkan pada
suain peraturan yang jelas dan jadwal wakiu terientu untuk
menyelesaikan suatu kasus. Namun demikian, WTO tetap
memprioritaskan konsultasi sebagai upaya awal penyelesaian
sengketa.

Dalam filsafat WTO, mekanisme penyelesaian sengketa
disediakan agar hak dan kewajiban dalam perjanjian dapat tezjaga.
Apabila salah satu pihak dari negara anggota merasa bahwa haknya
dirugikan akibat tindakan negara laip, maka mekanisme tersebut
digunakan agar dapat tercapai peroulihan dari hak tersebut. Dengan
demikian, maka langkah untvk menggunakan hak pencrapan
prosedur penyelesaian sengketa harus dianggap scbagai suatu
tindakan yang wajar dan bukan tindakan yang tidak bersahabat.

Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab DSB yang
juga merupakan pepjelmaan dari Dewan Umum (General
Council/GC). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki
otoritas membentuk panel yang terdiri atas para ahli yang bertugas
menelaah kasus. DSB berfungsi menerima atau menolak temuan-
temuan panel atau hasil temuan pada tingkat banding. DSB juga
memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi, serta
memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika
suatu negara tidak mematuhi suatu putusan. ,

Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan konsultasi yang
dilaksanakan oleh pihak-pibhak yang bersengketa dimana konsultasi
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ini dilakvkan untuk mencari jalan keluar aias perbedaan pendapai
antara pihak-pihak yang berbeda pendapat tersebut dimana
konsultasi dilakukan maksimum 60 hari. Pihak-pihak yang
melakukan konsuitasi dapat pula meminia bamivan Direkiur
Jenderal WTO uniuk menengahi atau membantu.

Apabila konsultasi menemui kegagalan, negara yang
mengajukan gugatan dapat meminta dibeniuknya suatu panel.
Pembentukan panel dilakukan dalam waktu maksimum 45 bari.
Panel memiliki waktu selama 6 bulan untuk memberikan putusan.
Negara yang tergugat dapat berupaya umtuk merintangi
pembentukan panel sebanyak satu kali, tetapi pada sidang DSB
yang kedua, pembentukan panel tersebut tidak dapat lagi dihambat
(kecuali ada konsepsus yang menentang pembentukan panel
tersebut). Secara resmi, tugas panel adalah membantu DSB
membuat putusan atan rekomendasi.*® Panel juga membuat ruling
yang pada dasarnya merupakan proses third-party adjudication.

Apabila salah sam pihak tidak dapat menerima
kepuisan/kesimpulan dan rufing rumusan dari panel, maka pihak itm
dapat mengajukan banding kepada badan baru dalam sistem
penyelesaian sengketa, gfakm Appeliate Body yang akan menilai
kembali laporan panel.>® Banding barus didasarkan pada suatu
peraturan terientu seperti interpretasi legal atas suvatu Persetujuan
WTO. Banding tidak dapat dilakukan untuk menguji kembali bukii-
bukti baru yang muncul. Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari
tujub orang anggoia tetap Appeliate Body yang ditetapkan oleh DSB
dan berasal dari anggota WTO yang memiliki kalangan luas.
Anggota Appellate Body memiliki masa kerja 4 (empat) tahun.
Keputusan pada tingkat banding dapat menunda, mengubah atan
memutarbalikkan temuan-temuan dan putusan hukum dari panel.
Biasanya banding membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari dan

* Direkiorat Perdagangan dan Perindusiion Multilateral Direkiorat Jenderal
Muitilateral Ekonomi Kevangan dan Pembangunan Depastemen Luar Negeri Republik
Inderesia, Sekilas WTO (World Trade Organization), 2002, hal 46.

£
* HS. Kanadjoemena, Substansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme
Penyelesaian Sengketa, Universitas indonesia (Ul Press), 2000, hal. 256.
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batas maksimumnya 90 hari, selanjuinya DSB harus menolak
laporan banding tersebui dalam jangka waktu tidak lebih dari 30
hari, dimana penolakan hanya dimungkinkan melalui konsensus.**
Apabila panel dan banding menyimpulkan bahwa tindakan yang
diambil oleh pihak tergugat berientangan dengan persetujuan
(GATT-WTO), maka rekomendasi panel dam banding akan
meminta agar negara yang kalah segera menyesuaikan (adjustment)

kebijakan perdagangannya dengan ketentnan-ketentuan WTO.%

Dalam implementasi ruling, yang merupakan keputusan
mengenai  inierpretasi  teniang hak dan  kewajiban dalam
GATT/WTO yang berlaku dalam kasus yang sedang dalam
sengketa dan rekomendasi, yakni cara implementasi ruling yang
diambil tersebut, hal esensial yang dituju adalah pencabutan atau
penyesuaian dari tindakan atan situasi yang merugikan pihak lain.
Apabila pencabutan atau penyesusian tindakan yang merugikan
dan/atau melanggar WTO iersebut tidak dapat dilakukan segera
maka ada ketentuan mengenai uluran waktn yang dapat diperoleh.*

Apabila ruling yang telah disetujui DSB dan rekomendasi
tidak dilaksanakan maka pihak yang dirugikan dapat meminta
otorisasi untuk melakukan retaliasi terhadap pihak yang dinyatakan
salah. Understanding merinei prosedur dan peloksanaan maupun
cara melakukan retaliasi tersebut yang dalam bahasa GATT/WTO
adalah compensation and/or suspension of concessions.>’

Negara yang kalah sengketa harus mengikuti rekomendasi
yang disebutkan dalam laporan panel (Panel Reporf) atan laporan
banding (4ppeliate Body Report). Niat tersebut harus dinyatakan
dalam sidang DSB yang diselenggarakan dalam jangka waktu 30

* Sekilas WTO (World Trade Organization), Op.Cit., hal. 47.

3WI0  dan  Sistem Perdagangan  Dumia,  hitpfwww.dprin.go.id/f
Ind/publikasi/djkipifwio.btm.

* H.8. Kartadjoemena., Op.Cit.

7 bid.
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hari setelah pengesahan laporan tersebut. Sekiranya pelaksanaan
dari putusan tersebui terbukti sulit untuk dilakukan, ncgara anggota
tersebut akan mendapat keringanan jangka wakiu terientu
(Reasonable Period of Time) dalam melaksanakannya. Jika dalam
wakiu tertentu yang diberikan tersebut, negara yang bersangkutan
masih belum dapat memenuhinya, harus ada perundingan lebih
lanjut dengan negara penggugat untuk meneniukan suatu ganti
rugi/keputusan yang dapat diferima semua pihak, misaloya
pengurangan tariff dalam bidang tertentu yang menyangkut
kepentingan negara p<=:1:1gg11gat.33

Jika dalam 20 hari belum ada kesepakaian ganti rugi yabg
memuaskan, negara penggugat dapai meminta ijin kepada DSB
untuk menerapkan suatu sanksi dagang ierbatas (dengen cara
menunda konsesi atan kewajiban) terhadap negara yang kalah
dalam sengketa. DSB harus memberikan wewenang terscbut dalam
wakwm 30 hari setelah batas perpanjangan wakitu reasonable periad
of time, kecuali ada konsensus di DSB uniuk raenentang permintaan
tersebut>® Dalam setiap kasus, DSB mengawasi pelaksanaan
putusan yang telah disahkan. Kasus-kasus yang masih dalam proses
tetap menjadi agenda DSB sampai berhasil diselesaikan.
Pelaksanaan sanksi bagi pihak-pibak yang dinyatakan bersalah,
dalam sistern WTO lebih tegas daripada sisiem GATT, baik berupa
pencabutan, konsesi, atau pembayaran kompensasi. Jadi, kewajiban
untuk melaksanakan rekomendasi dari DSB merupakan kewajiban
berdasarkan hukum internasional.*®

% Sekilas WTO (World Trade Organization)., Op.Cit., hal. 48.

* mid hal. 49,

Wastim Riyanto, World Trade Organmization (Organisasi Perdagangan Dunia),
Yapemde, Bandung, 2003, hal. 61.
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B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kasus-Kasus Dumping
Antar-Negara

Pada dasarnya, semua pihak yang berkepentingan (all
interested parties) harus diberi kesempatan untuk menyampaikan
bukti-bukti (evidence) dan mempertahankan kepentingan mereka
(defend their interest), yang meliputi:

1. Eksporiir atan produsen luar negeri dari produk yang dituduh
dumping dan pemerintahnya;

2. Produsen produk yang bersangkutan di negara pengimpor;

3. Industri pemakai produk tersebut dan Organisasi Konsumen.

Menurut ketentuan yang ada dalam GATT, keputusan tentang
BMAD dan anti subsidi dapat disanggah oleh suatu negara atas
nama perusahaan eksportiraya kepada:*!

1. The Committee on Anti-Dumping Practices atan pade The
Subsidies Committee bila kedua belah pihak, hegara pengimpor
dan negara pengekspor merupakan negara anggota GATT
Codes.

2. The General Council, sesuai dengan ketentuan dalam Ketentnan
Umum Tentang Penyelesaian Sengketa GATT, khususnya
Article XXHI (Nullification or Impairment) jika kedua belah
pihak atan salah satu pihak bukan penandatangan Anti-Dumping
Codes.

Apabila terjadi kasus tuduhan dumping dimana negara yang
terkena bukan pepandatanganan code, maka persoalan ini dapat
dibawa ke GATT Council of Representatives yang bersidang
hampir sekali sebulan atan paling sedikit 9 (sembilan) kali dalam
setabun.”? Hal ini dapat dilakukan seiclah negara-negara yang
terlibat, berdasarkan GATT Article XXII: 1 (consultation), dengan

! Miranti Widyasari, Tinfauan Normatif Atas Tindakan Hulum Penyelesaian Kasus
Tuduhan Dumping Negara Importir Indonesia Terhadap Negara Elsportir (Penyelesaian
Kasus Anti Dumping di Australia dan di Indoresia), Fakultas Hukumn Universitas
indeonesia, 1997, hal. 59.

“ H.A.S Natabaya S.H., LL.M & et al, Op.Cir., hal. 20.
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mengajukan perminiaan kepada council untk mengadakan
konsuliasi dengan negara lain yang bersangkutan.

Cara penyelesaian sengkeia mengenai pemgenaan anfi-
dumping action oleh suatu negara terhadap satu atau lebih eksportir
dari satu atan lebih negara, dimena masing-masing merupakan
anggota Committee on Anti-Dumping Practices (Komiic) adalab
diuraikan pada paragraf berikut:

Bila tindokan anti dumping tersebut dirasakan tidak -
beralasan oleh negara yang terkena, maka negara yang terkema
tindakan dapat membawa persoalan ini ke dalam pembahasan
Komite untuk permintaan konsultasi secara tertulis (consultation).
Komite bersidang 2 (dua) kali setahun.”® Komite inilah yang
mengaiur cara-cara pelaksanaan Konsuliasi kepada kedua belah
pihak. Bilamana konsultasi bilateral antara kedua pegara tidak
mencapai penyelesaian, maka penyclesaian dengan cara
conciliation dapat diajukan kepada Lomite.

Dalam wakiu 30 hari Komite harus mengadakan pertemuan
untuk membahasnya dan melalui jasa baiknya mendorong kedua
belah pibak mencapai a mutually acceptable solution®* Bila dalam
waktu 3 (iiga) bulan upaya mencapai pemecahan yang disepakati
bersama tidak memberikan hasil, maka atas permintaan negara yang
terlibat, Komite akan membeniuk papel. Disamping membawa
masalahnya kepada Komite, negara yang terkena juga dapat
membawa persoalan ini ke GATT Council of Representatz’ves."s

Cara-cara penyelesaian yang ditempuh adaleh berdasarkan
Article XXTF- 2-GATT (consultation) dan Article XXII: 1 GATT
(nudlification or impairment) menuju pembentukan panel. Kasus
anti dumping seperti ini dianggap sebagai kasus biasa dengan dasar

“ Miranti Widyasari., Op.Cit., hal. 60.
# 11 A.S Natabaya S.H., LLM & et al, Op.Cit., hal. 19.
S mid
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melanggar Artikel VI-GATT yang penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan Article XII dan XXIII GATT. Selanjutnya seielah
terbentuknya panel maka proses penyelesaian sengketa dumping
sama dengan mekanisme penyelesaian sengkeia perdagangan umum
seperti yang telah diuraikan di atas.

1V. Penutup

Dumping merupakan suatu bentuk findakan curang yang
mendorong prakick perdagangan yang tidak sehat (umfair trade
practices). Namun demikiap, ketentuan internasional tidak
melarang prakick tersebut sepanjang tidak menyebabkan kerugian
terhadap indusini barang yaog sejenis (the like product) di negara
pengimpor dengan kata lain prakick dumping tidak menjadi
masalah bila tidak menyebabkan kerugian nyata terhadap negara
pengimpor tempai produk tersebut beredar.

Dampak dari prakick dumping yang merugikan menimbulkan
implikasi terhadap banyak variabel perekonomian dari suatu negara
terkait pada kebijakan ckonomi nasional. Pemeriniah Indonesia
harus meparuh perhatian yang besar dalam melindungi industsi-
industri dalam negeri agar tidak mengalami kerugian akibat
dumping yang dilakukan oieh eksporiir dari negara lain. Selain itn,
pemerintab harus proaktif menggiatkan akiivitas ekspor pelaku-
pelaku usaba yang memiliki potensi untuk menunjang kestabilan
perckonomian negara.

Pengenaan BMAD terhadap eksportir merupakan syarat
efektif dalam menckan laju dumping, namum vang harus diingat
pula bahwa pengenaan BMAD jangan sampai mematikan produk
yang terkena BMAD tersebut mengingat hal tersebut bukanlah
tujuan akhir dari BMAD, karena jumlah BMAD tidak akan
melebihi selisih harga dumping dengan harga normal.

Sebagai organisasi perdagangsn dunia, WTQ menyikapi
kehadiran perbedasn pandangan antar negara yang terlibat dalam
sengketa dumping melalui pembentukan sistematika penyelesaian
sengketa dumping melalui WTO. Setiap negara vang terlibat

Volume 4 Nomor 2 Januari 2007 391



Jurnaf Hukum Internasional

sengketa dumping dengan negara lain dapat membawa sengketa
tersebut melalui DSB di WTO dengan memenubi syarat-syarai
terientu sesuai prosedur standar yang telah ditentukan. Prinsip
penyelesaian sengketa di WTO ini pada dasainya berlandaskan asas
keadilan untuk menjaga setiap agreement atau ketentuan-ketentuan
yang ielah menjadi kesepakatan bersama di WTO, berjalan di
koridor hukum yang sebagaimana mestinya.

Mekanisme penyelesaian sengketa dumping di WTO
dirancang sedemikian upa sebagai bagian terintergrasi dari
mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan umum di WTO
vang mana keseluruhan mekanisme tersebut ditnjukan uniuk
mencari solusi ierbaik dan adil untuk memberikan kepastian hukum
berlandaskan semangat untuk mencipiakan dunia perdagangan yang
sehat dan bersih seria kompgtitif.
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